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Pengujian Konstitusionalitas frasa “dan merupakan alat
kelengkapan Konsil” dalam norma Pasal 1 angka 26; frasa
“merupakan alat kelengkapan Konsil dan” dalam norma Pasal 272
ayat (2) dan ayat (5); frasa “serta etika dan disiplin profesi” dalam
norma Pasal 421 ayat (2) huruf b; dan norma Pasal 451 UU
17/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan frasa “dan merupakan alat kelengkapan Konsil’
dalam norma Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dan merupakan unsur
keanggotaan Konsil’, sehingga norma Pasal 1 angka 26
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6887) selengkapnya berbunyi “Kolegium adalah kumpulan ahli
dari setiap disiplin iimu Kesehatan yang mengampu cabang
disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi
secara independen dan merupakan unsur keanggotaan
Konsil”;

3. Menyatakan frasa “merupakan alat kelengkapan Konsil dan”
dalam norma Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara



Tanggal Putusan

lkhtisar Putusan

bersyarat sepanjang tidak dimaknai “merupakan unsur
keanggotaan Konsil dan”, sehingga norma Pasal 272 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6887) selengkapnya berbunyi, “Kolegium sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur keanggotaan Konsil
dan dalam menjalankan perannya bersifat independen.”;

. Menyatakan Pasal 272 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Ketentuan lebih lanjut
mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang
diatur dengan Peraturan Pemerintah yang keberlakuannya
menyesuaikan dengan Putusan a quo dan tetap menjamin
independensi Kolegium”;

. Menyatakan frasa “serta etika dan disiplin profesi” dalam norma

Pasal 421 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

. Menyatakan norma Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang kata “masyarakat” tidak
dimaknai, “yang melibatkan kolegium, majelis disiplin profesi,
perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat terkait,
akademisi, dan/atau pakar”, sehingga norma Pasal 421 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6887) selengkapnya berbunyi, “Pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat
yang melibatkan kolegium, majelis disiplin profesi, perwakilan
pemerintah, organisasi masyarakat terkait, akademisi,
dan/atau pakar.”;

. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara

Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Jumat, 30 Januari 2026



Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga
merupakan Guru Besar Emeritus llmu Kedokteran Spesialis Bedah dan Spesialis Bedah
Plastik pada Universitas Airlangga, juga pendiri dan pengembang bidang ilmu kedokteran
bedah plastik di Indonesia, yang merasa dirugikan akibat berlakunya norma pasal a quo yakni
frasa “dan merupakan alat kelengkapan Konsil” dalam norma Pasal 1 angka 26, frasa
“‘merupakan alat kelengkapan Konsil dan” dalam norma Pasal 272 ayat (2) dan ayat (5), frasa
“serta etika dan disiplin profesi” dalam norma Pasal 421 ayat (2) huruf b dan norma Pasal 451
UU 17/2023.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon untuk
menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa “dan merupakan alat kelengkapan
Konsil” dalam norma Pasal 1 angka 26; frasa “merupakan alat kelengkapan Konsil dan” dalam
norma Pasal 272 ayat (2) dan ayat (5); frasa “serta etika dan disiplin profesi” dalam norma
Pasal 421 ayat (2) huruf b; dan norma Pasal 451 UU 17/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945,
maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Terkait kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah perseorangan warga negara
Indoneia yang juga berprofesi sebagai dokter yang juga Guru Besar Emeritus lImu Kedokteran
Spesialis Bedah dan Spesialis Bedah Plastik pada Universitas Airlangga, juga pendiri dan
pengembang bidang ilmu kedokteran bedah plastik di Indonesia, yang beranggapan hak
konstitusionalnya telah dirugikan karena berlakunya frasa “dan merupakan alat kelengkapan
Konsil” dalam norma Pasal 1 angka 26, frasa “merupakan alat kelengkapan Konsil dan” dalam
norma Pasal 272 ayat (2) dan ayat (5), frasa “serta etika dan disiplin profesi” dalam norma
Pasal 421 ayat (2) huruf b dan norma Pasal 451 UU 17/2023. Adanya norma pasal a quo
menurut Pemohon telah merugikan hak konstitusionalnya, yaitu hak untuk mengembangkan
diri dan mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, untuk memperoleh manfaat dari iimu pengetahuan demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan kesejahteraan umat manusia; untuk mendapatkan pengakuan jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,
untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat; serta hak memperoleh pelayanan
kesehatan. Bahwa oleh karena Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak
konstitusionalnya yang dianggap dirugikan, yaitu hak untuk mengembangkan diri dan
mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi;
untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan
kesejahteraan umat manusia; untuk mendapatkan pengakuan jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; untuk mendapatkan
lingkungan yang baik dan sehat; serta hak memperoleh pelayanan kesehatan di mana
anggapan kerugian demikian dialami oleh Pemohon dengan berlakunya frasa “dan
merupakan alat kelengkapan Konsil” dalam norma Pasal 1 angka 26; frasa “merupakan alat
kelengkapan Konsil dan” dalam norma Pasal 272 ayat (2) dan ayat (5); frasa “serta etika dan
disiplin profesi” dalam norma Pasal 421 ayat (2) huruf b; dan norma Pasal 451 UU 17/2023
yang dimohonkan pengujian. Uraian anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut
bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang dalam batas penalaran yang
dapat dipastikan akan terjadi, serta memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan
berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jika permohonan a quo
dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak lagi terjadi atau tidak
akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil ihwal
inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon
memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Sementara itu terkait dengan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah pada
pokoknya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama keseluruhan norma terkait dengan
kolegium dimaksud, ketentuan mengenai independen dalam norma Pasal 1 angka 26 UU
17/2023 disebutkan dalam kaitan dengan menjalankan tugas dan fungsi kolegium. Namun,



dalam Pasal 272 ayat (2) UU a quo, independen dimaksud dalam kaitan dengan menjalankan
peran kolegium. Pengaturan yang demikian menunjukkan ketidaksinkronan yang bermuara
pada ketidakjelasan maksud status independen bagi kolegium. Sebab, UU 17/2023 hanya
mengatur peran kolegium, yaitu: 1) menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga
kesehatan; dan 2) menyusun standar kurikulum pelatihan tenaga medis dan tenaga
kesehatan. Sementara itu, terkait dengan tugas, fungsi, termasuk wewenang kolegium tidak
diatur dalam UU a quo, melainkan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam
kaitan ini, kata atau istilah “peran” yang digunakan dalam Pasal 272 UU a quo, berbeda
dengan yang diatur sebelumnya (dalam UU 29/2004 dan UU 36/2014) yang menegaskan
kolegium untuk tenaga medis memiliki tugas untuk menyusun standar pendidikan profesi
dokter spesialis dan standar pendidikan profesi dokter gigi spesialis yang dikoordinasikan
dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi,
asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen
Kesehatan yang selanjutnya disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia [vide Pasal 7 ayat (1)
huruf b jo. Pasal 26 ayat (4) UU 29/2004]. Sedangkan, terkait dengan tenaga kesehatan, tugas
kolegium melakukan pengembangan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga
kesehatan yang bertanggungjawab kepada organisasi profesi. Pengaturan dalam UU 29/2004
dan UU 36/2014 menegaskan kolegium sebagai lembaga yang otonom atau independen, di
mana pengaturan ihwal tugas, fungsi, dan wewenang kolegium ditentukan secara
komprehensif dalam kedua undang-undang tersebut. Dengan diatur secara komprehensif
dalam undang-undang, pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana hanya
dimaksudkan untuk hal-hal yang bersifat teknis.

Dalam kaitan dengan tugas dan fungsi tersebut, Pasal 1 angka 26 UU 17/2023 secara
jelas menyatakan kolegium menjalankan tugas dan fungsi secara independen. Masalahnya,
pengaturan tugas dan fungsi tersebut tidak diletakkan dalam undang-undang sebagaimana
UU 29/2004 dan UU 36/2014, tetapi diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan merujuk
pada UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa peraturan pemerintah ditetapkan
presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Artinya, sebagai
peraturan pelaksana, peraturan pemerintah tidak diperbolehkan bertentangan dengan
undang-undang yang memerintahkan pembentukannya baik langsung maupun tidak
langsung. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 707 ayat (1) PP 28/2024 mengenai tugas
dan fungsi kolegium yang independen menyatakan, “Kolegium dalam melaksanakan tugas,
fungsi, dan wewenang harus berkoordinasi dengan Menteri dalam rangka menjamin
kesesuaian dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri”. Lebih lanjut, Pasal 707 ayat (2)
PP 28/2024 menyatakan, “Dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang tersebut,
tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, Menteri dapat melakukan
penyesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang”. Apabila diletakkan dalam posisi
kolegium sebagai lembaga independen, dalam melaksanakan tugas dan fungsi menjalankan
peran sebagaimana dimaksud Pasal 272 ayat (2) UU 17/2023, jaminan independensi kolegium
menjadi tidak jelas atau kabur dengan adanya frasa “tidak sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Menteri” dan frasa “Menteri dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas,
fungsi, dan wewenang” dimaksud. Padahal, jaminan independensi kolegium tersebut penting
dipastikan karena tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah profesi mandiri yang
pertimbangan maupun keputusannya salah satunya didasarkan kepada kepentingan pasien
dan kepentingan public health. Dalam hal ini, bilamana pertimbangan atau keputusan medik
yang diambil oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan bercampur dengan pertimbangan lain,
termasuk yang bersifat non-medis, yang terkait dengan wewenangnya maka hal tersebut
potensial melanggar etik. Oleh karena itu, adanya pengaturan yang menegaskan kemandirian
atau independensi kolegium baik dalam menjalankan tugas, fungsi (wewenang) sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 26 UU 17/2023, termasuk menjalankan peran kolegium
sebagaimana diatur dalam Pasal 272 ayat (2) UU 17/2023 merupakan hal yang mendasar
yang harus ditegakkan sebagai fondasi dalam menjamin profesionalitas tenaga medis dan
tenaga kesehatan. Independensi atau kemandirian tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam



mengambil keputusan tidaklah berbeda dengan kemandirian seorang hakim dalam memutus
permohonan atau perkara. Keduanya menjunjung tinggi hati nurani sebagai instrumen penting
dalam mengambil keputusan. Artinya, tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan perangkat
keilmuan yang dimiliki mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari
pembenaran yang diberikan hukum, yaitu diperkenankan melakukan tindakan medis terhadap
tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.

Dengan melihat secara saksama peran penting kolegium dalam menyusun standar
kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan serta menyusun standar kurikulum pelatihan
tenaga medis dan tenaga kesehatan yang pada akhirnya akan menjadi patokan utama untuk
menerbitkan sertifikat kompetensi oleh kolegium bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Di
mana, hal tersebut menunjukkan pengakuan kemampuan dan kesiapan tenaga medis dan
tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan medis yang hanya diberikan kepada mereka
yang telah menjalani berbagai tahapan untuk menjadi tenaga medis dan tenaga kesehatan
yang profesional. Oleh karenanya, menjadikan kolegium sebagai lembaga yang benar-benar
independen tanpa ada intervensi dari lembaga lain merupakan suatu keniscayaan. Terkait
dengan persoalan di atas, berkenaan dengan penempatan kolegium yang “merupakan alat
kelengkapan Konsil” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (2) UU
17/2023, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa konsil yang dimaksud merupakan
lembaga yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu
praktik dan kompetensi teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan serta
memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat [vide Pasal 1 angka 25
UU 17/2023]. Sementara itu, konsil dinyatakan sebagai lembaga yang independen dalam
melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab langsung kepada presiden [vide Pasal 4
ayat (2) UU 29/2004]. Sehingga, untuk menjaga independensi kolegium menjadi tidak tepat
meletakkan kolegium sebagai alat kelengkapan konsil karena dalam posisi sebagai alat
kelengkapan, dalam batas penalaran yang wajar, menunjukkan dan sekaligus membenarkan
kolegium sebagai subordinat konsil. Terlebih, penempatan kolegium sebagai alat kelengkapan
konsil menjadi tidak sejalan dengan Pasal 270 huruf ¢ UU 17/2023 yang telah menentukan
kolegium adalah bagian dari unsur keanggotaan konsil. Dalam hal ini, Mahkamah perlu
menegaskan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kolegium bertanggung jawab kepada
presiden dalam kedudukan presiden sebagai kepala negara melalui konsil.

Di samping itu, dengan berlakunya UU 17/2023 telah banyak memberikan delegasi
(delegating provision) pada peraturan pelaksana, hal ini akan berdampak pada degradasi
independensi dimaksud sehingga berimplikasi pada standar kompetensi tenaga medis dan
tenaga kesehatan yang disusun oleh kolegium, sehingga dengan pengaturan seperti ini
memberikan peluang menguatnya peran pemerintah. Artinya, pada satu sisi terdapat upaya
mengurangi peran yang sangat dominan dari organisasi profesi, sementara di sisi lain
pendelegasian dalam Pasal 272 ayat (5) UU 17/2023 berpotensi memberikan peran besar
kepada pemerintah, in casu menteri kesehatan, sehingga dapat mengancam independensi
kolegium. Sebab, pendelegasian dalam peraturan yang lebih rendah, seharusnya
dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis.

Selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 272
ayat (5) UU 17/2023 karena dianggap dapat mengancam independensi kolegium sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum di mana pengaturan lebih lanjut tugas, fungsi dan
wewenang kolegium diatur dengan peraturan pemerintah sehingga bertentangan dengan
Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, penting
bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu, bahwa pembentukan peraturan pemerintah
berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana telah dipertimbangkan di
atas, adalah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini,
dikaitkan dengan Pasal 272 ayat (5) UU 17/2023, materi muatan peraturan pemerintah harus
berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya [vide Pasal 12
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-



Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
(UU 12/2011)]. Artinya, maksud sesungguhnya dari menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya adalah penetapan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah
suatu undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan
tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan [vide
Penjelasan Pasal 12 UU 12/2011]. Oleh karena itu, untuk memberikan jaminan kepastian
hukum yang adil maka norma Pasal 272 ayat (5) UU 17/2023 yang menyatakan, “Ketentuan
lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan
Peraturan Pemerintah,” menurut Mahkamah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945 sepanjang materi muatan atau substansi peraturan pemerintah dimaksud
tidak memberikan jaminan independensi bagi kolegium dalam melaksanakan tugas, fungsi,
dan wewenang serta perannya, sebagaimana amar Putusan a quo. Demikian pula halnya
dengan norma Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (2) UU 17/2023 yang mengatur ihwal
kolegium sebagai alat kelengkapan konsil yang pengaturan terkait dengan tugas, fungsi, dan
wewenang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, menurut Mahkamah, hal tersebut
potensial menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan terganggunya
independensi kolegium sehingga pada akhirnya tidak sejalan dengan upaya untuk
mewujudkan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah
kolegium harus diletakkan sebagai unsur atau bagian konsil yang merupakan lembaga
independen dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang serta perannya, sebagaimana
selengkapnya dinyatakan dalam amar putusan a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon ihwal
frasa “dan merupakan alat kelengkapan konsil” dalam norma Pasal 1 angka 26 UU 17/2023
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang dapat dibenarkan.
Konsekuensinya, berkenaan dengan dalil Pemohon sepanjang frasa “dan merupakan alat
kelengkapan konsil” dalam Pasal 272 ayat (2) UU 17/2023 bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 juga dalil yang dapat dibenarkan. Dengan demikian, semua ketentuan dalam UU
17/2023 yang berkaitan dengan independensi kolegium termasuk ketentuan yang mendapat
delegasi dari UU 17/2023 demi menjaga independensi kolegium keberlakuannya harus
menyesuaikan dengan putusan a quo. Sehingga, norma Pasal 1 angka 26, Pasal 272 ayat (2)
dan Pasal 272 ayat (5) UU 17/2023 harus dimaknai sebagaimana dalam amar putusan a quo.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dall Pemohon yang
mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 26, Pasal 272 ayat (2) dan Pasal 272
ayat (5) UU 17/2023 adalah dalil yang berdasar.

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan norma Pasal 421 ayat (2) huruf b UU
17/2023 yang mempersoalkan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
sebagai badan eksekutif yang seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan
pengawasan terhadap etika dan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dalam
hal ini, mekanisme pengawasan yang tepat dalam ruang lingkup ketaatan terhadap etika
profesi dimaksud adalah dilakukan oleh peer group profesi, sedangkan untuk disiplin profesi,
khususnya bagi tenaga medis adalah majelis disiplin profesi. Oleh karena itu, Pemohon
memohon agar ketaatan terhadap etika dan disiplin profesi tidak menjadi ruang lingkup
pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam kaitan ini,
penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa ketaatan terhadap etika dan disiplin profesi
dalam ruang lingkup pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan kesehatan pada
prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari kewajiban bagi setiap tenaga medis dan tenaga
kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk mematuhi seluruh standar
yang telah ditetapkan, yaitu standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur
operasional. Standar profesi dimaksud disusun oleh konsil serta kolegium, sedangkan standar
pelayanan diatur dengan peraturan menteri dan standar prosedur operasional yang ditetapkan
oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, pengawasan yang dimaksudkan
dalam norma Pasal 421 UU 17/2023 merupakan langkah preventif untuk menghindari
terjadinya ketidaktaatan terhadap standar etika dan disiplin profesi yang dilakukan tenaga



medis dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dalam norma Pasal 421 ayat (1) UU 17/2023 adalah terhadap
setiap penyelenggaraan kesehatan, yang berarti meliputi pengawasan terhadap upaya
kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan. Lingkup pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 ayat (2) UU 17/2023, sesungguhnya merupakan
penjabaran dari pengawasan pada masing-masing bagian dari penyelenggaraan kesehatan
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU 17/2023. Berkenaan dengan hal ini, standar
etika dan standar profesi yang diawasi tingkat ketaatannya terhadap tenaga medis dan tenaga
kesehatan, disusun oleh konsil dan/atau kolegium, bukan oleh pemerintah dan/atau
pemerintah daerah. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut pengawasan terhadap etika dan
disiplin profesi, karena berkaitan dengan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, tidak
dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetapi dilakukan
oleh organ khusus yang dibentuk oleh Konsil Kesehatan Indonesia yang dalam
pembentukannya melibatkan kolegium, majelis disiplin profesi, perwakilan pemerintah,
organisasi masyarakat terkait, akademisi, dan/atau pakar. Penegasan tersebut sejalan
dengan salah satu peran konsil yakni melakukan pembinaan teknis keprofesian tenaga medis
dan tenaga kesehatan. Dengan adanya penegasan berkenaan dengan unsur-unsur yang
dilibatkan dalam pembentukan organ khusus sepanjang berkenaan dengan pengawasan etika
dan disiplin profesi sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 421 ayat (2) huruf b UU
17/2023, secara yuridis hal tersebut berdampak pula pada norma Pasal 421 ayat (3) UU
17/2023. Sehingga, norma Pasal 421 ayat (3) UU 17/2023 harus dimaknai sebagaimana
dalam amar putusan a quo.-Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil
Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa “serta etika dan disiplin profesi” dalam
norma Pasal 421 ayat (2) huruf b UU 17/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut
Mahkamah, frasa “dan merupakan alat kelengkapan Konsil” dalam norma Pasal 1 angka 26,
frasa “merupakan alat kelengkapan Konsil dan” dalam norma Pasal 272 ayat (2), Pasal 272
ayat (5), dan frasa “serta etika dan disiplin profesi” dalam norma Pasal 421 ayat (2) huruf b
UU 17/2023 telah ternyata tidak menjamin hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan,
hak atas kepastian hukum yang adil, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan
sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945, seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan
Mahkamah tidak sebagaimana yang didaliikan Pemohon maka dalil Pemohon adalah
beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Sementara itu, berkenaan dengan norma Pasal 451 UU 17/2023 ternyata telah
menjamin hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, hak atas kepastian hukum yang
adil, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28C
ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan
sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan
norma Pasal 451 UU 17/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan frasa “dan merupakan alat kelengkapan Konsil” dalam norma Pasal 1 angka
26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai “dan merupakan unsur keanggotaan Konsil”, sehingga norma Pasal 1 angka 26
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6887) selengkapnya berbunyi “Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin



ilmu Kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan
fungsi secara independen dan merupakan unsur keanggotaan Konsil”;

3. Menyatakan frasa “merupakan alat kelengkapan Konsil dan” dalam norma Pasal 272 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai “merupakan unsur keanggotaan Konsil dan”, sehingga norma
Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887) selengkapnya berbunyi, “Kolegium sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur keanggotaan Konsil dan dalam menjalankan
perannya bersifat independen.”;

4. Menyatakan Pasal 272 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium,
termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah yang
keberlakuannya menyesuaikan dengan Putusan a quo dan tetap menjamin independensi
Kolegium”;

5. Menyatakan frasa “serta etika dan disiplin profesi” dalam norma Pasal 421 ayat (2) huruf b
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan norma Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang kata “masyarakat” tidak dimaknai, “yang melibatkan
kolegium, majelis disiplin profesi, perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat terkait,
akademisi, dan/atau pakar”, sehingga norma Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) selengkapnya
berbunyi, “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan
masyarakat yang melibatkan kolegium, majelis disiplin profesi, perwakilan pemerintah,
organisasi masyarakat terkait, akademisi, dan/atau pakar.”;

7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;

8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat 3 (tiga) Hakim Konstitusi
memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim
Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, yang
menyatakan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, menurut kami,
sepanjang pengujian Pasal 272 ayat (1) UU 17/2023 dalam isu perkara sepanjang mengenai



independensi kolegium pun adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga seharusnya
Mahkamah menolak permohonan a quo (wordt ongegrond verklaard).



